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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI 

KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA 

 

A. Analisis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemeberian sanksi. Dalam hukum pidana positif kata “pidana” pada 

umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan 

sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana formil dan 

hukum pidana materil.
1
 Menurut J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa 

hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut – 

turut, peraturan yang dapat di terapakan terhadap perbuatan itu, dan pidana 

yang di ancamkan dari perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil 

mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakuan dan menentukan 

tata tertib yang harus di perhatiakan pada kesematan itu.
2
 

Dari pendapat diatas maka dapat  disimpulkan bahwa pemidanaan 

materil adalah suatu aturan yang di tuliskan di dalam suatu undang – undang 

untuk menjerat seseorang yang berbuat kejahatan. Sedangkan hukum pidana 

formil adalah tata cara atau aturan yang mengatur pelaksanaan .hukm pada 

pidan materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadapa seorang 

penjahat, dapat di benarkann secara normal bukan karena pemidanaan 

                                                           
1
   Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana,......................... 2. 

2
   Ibid. 

69 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 
 

mengandung konsekwensi – konsekwensi posistif bagi terpidana, korban 

juga orang lain di dalam masyarakat. 

Pidana di jatuhkan bukan karena pelaku telah berbuat jahat, 

melainkan pemidanaan di jatuhkan bertujuan agar pelaku mendapatkan efek 

jera dari perbuatan yang dilakukannya. Pernyataan di atas dapat 

disimpulakan bahwa pemidanaan sama sekali bukan dimasukkan untuk balas 

dendam melainkan upaya pembinaan bagi pelaku yang telah melakukan 

kejahatan.  Pemberian pemidanaan dapat benar – benar terwujud apabila 

telah melalui langkang – langkah sebagai berikut ; 

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang – undang. 

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang. 

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

Sementara itu pengertian pedofilia adalah kelainan perkembangan 

psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap 

anak – anak.
3
 Sementara it dalam refrensi lain pedofilia adalah gangguan 

yang melibatkan aktivitas anak kecil dibawah usia 13. Sedangkan yang lain 

mencakup usia 14 sampai 16 tahun.
4
 Sementara pelaku kejahatan seksual 

dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu :
5
 

1. Pedofilia Tipe 1 

                                                           
3
 Sawitri Supardi, “Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual,.........................., 71. 

4
   Davison Gerald C Nekale, dkk, Psikologi Abnormal,.............. , 31. 

5
 Masrizal Khaidir, “Penyimpangan Seks (Pedofilia)”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, ................84. 
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Pedofilia ini dapat berinteraksi social dengan wanita karena kecemasan 

atau ketidak mampuan social atau keduanya. Individu ini dapat 

terangsang oleh objek normal dan anak – anak. 

2. Pedofilia Tipe II 

Pedofilia ini mampu berinteraksi social dengan wanita biasa namun 

tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang 

seksual oleh anak – anak. 

 

3. Pedofilia Tipe III 

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi social dengan wanita dan tidak 

terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang seksual oleh 

mereka. 

Dari penjelasan diatas tindak piadana pedofilia mayoritas laki – laki. 

Kajahatan semacam ini termasuk heteroseksual atau homoseksual. Yang 

dimaksud dengan kejahatan heteroseksual merupakan kejahatan yang 

dilakukan oleh pedofilia yang mencabuli lawan jenis. Sedangkan 

homoseksual adalah kejahatan yang dilakukan dengan sesame jenis. 

Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pedofilia identik dengan 

pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun 

demikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah 

pedofilia diklasifikasikan kedalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik 

biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan 

cedera serius. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya dengan membelai 
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rambut anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak untuk 

memainkan alat kelaminnnya. Memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, 

menganiayanya, bahkan membunuhnya. 

Kejahatan yang dilakukan oleh pedofilia disertai dengan ancaman 

kepada sia anak, seperti mengancam agar tidak memberitahu perbuatannya 

kepad siapapun. Di California, pelaku pedofilia di jatuhi hukuman dengan 

cara memberikan peratan berupa pemberian suntikan medroxyprogesterone 

acetate (MPA) sebagai sanksi bagi tindak kejahatannya.
6
 Pemeberian sanksi 

pidana yang bersifat rekatif terhadap suatu perbuatan dan sanksi tindakan 

yang bersifat antisipatif terhadap pelaku kejahatan tersebut.
7
 Undang – 

undang ini digunakan pada era baru yang menrapkan hukuman kebiri sebagai 

hukuman untuk merehabilitasi pelaku. 

Sedangkan secara khusus hukum pidana berfungsi sebagai berikut :
8
 

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau 

memperkosanya. 

2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka menjalankan fungsi 

Negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. 

3. Mengatur dan membatasi keuasaan Negara dalam rangka menjalankan 

fungsi Negara mempertahankan kepentingan hukum yang di lindungi. 

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di 

berbagai Negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori 

                                                           
6
  Hal Tilemann,Review Of Laws Providing......................, 17-18. 

7
    Mahrus Ali, “Dasar – Dasar Hukum Pidana”,..............., 204. 

8
   Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I,.............., 16-20. 
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pemidanaan kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan membuat pelaku tindak 

pidana pedofilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu 

melakukan tindakan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) 

yang telah bebas dari penjara baik menggunakan metode bedah atau 

pemotongan testis maupun dengan cara sunntik kebiri kimia dengan 

menggunakan hormon testosterone sebagaimana yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah sebagai pengenaan hukuman penmebran pelaku kekerasan 

seksual anak. 

Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan sutau tindakan yang 

berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu dalam hukum pidana 

positif rujukan satu – satunya adalah terdapat pada Bab XIV KUHP tentang 

kesusilaan. Satu – satunya pasal dalam KUHP yang hamper dijadikan dasar 

hukum dari pedofilia adalah pasal 294 ayat (1) yang rumusannya sebagai 

berikut ; 

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum 

dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau dengan 

seseorang yang belum dewasa yang dipercayai kepada dirinya untuk 

ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya 

yang belum dewasa di hukum penjara selama – lamanya tujuh tahun. 

 

Tindak pidana dimasukkan dalam  ketentuan pidana di atur dalam 

pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur – unsur objektif saja yaitu ; 

1. Barang siapa. 

2. Melakukan tindakan – tindakan kesusilaan. 
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3. Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum 

dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya 

dipercayakan kepada pelaku. 

4. Seorang pembantu atau bawahannya. 

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 

294 KUHP ayat (1) tersebut yaitu unsur barang siapa, hal ini menunjuk pada 

orang yang apabila orang tersebut terbukti dari semua unsur dari tindak 

pidana yang dimaksudkan, dalam ketentuan pasal tersebut maka ia dapat 

disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Unsur obyektif yang kedua 

yaitu melakukan tindakan kesusilaan dalam ayat ini, yang dimaksud yang 

dimaksud dengan perbuatan  cabul adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan yang kesemuanya itu berada di dalam lingkungan keinginan dari 

nafsu birahi. Unsur ketiga mengenai Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh 

atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau 

penjagaanya dipercayakan kepada pelaku, baik itu pendidikan atau dalam 

kesehariannya itu tanggungan pelaku. Hal ini kiranya cukup jelas. Mengenai 

unsur pelaku terakhir yaitu pembantu atau orang bawahannya yang belum 

dewasa.
9
 

Dari pemaparan dan penjelasan diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa, hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam 

hukum pidana postif terdapat dalam Bab XIV KUHP tentang kesusilaan, 

yang terdapat dalam pasal 294 ayat (1). Dimana di dalam pasal tersebut 

                                                           
9
   P.A.F Lamintang , “Delik – Delik Khusus, ,...................................,  195 – 199. 
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pelaku kejahatan kesusilaan di hukum dengan hukuman pidana penjara 

selama – lamanya tujuh tahun.  

Tetapi, di dalam hukum pidana positif terkenal dengan asas Lex 

Specialis Derogat Legi Generalis yang artinya undang – undang atau aturan 

hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. 

Dalam masalah di atas pelaku pedofilia melakukan tindak pidana pencabulan 

dengan seorang anak yang masih di bawah umur. Karena seorang anak kecil 

merupakan seorang yang rentang dengan penyikksaan atau sering 

diremehkan dengan orang yang lebih tinggi, maka dengan ini ndonesia 

menciptakan undang – undang perlindungan anak’, yang menghukum paa 

predator anak yang melakukan tindak kejahatan dengan hukuman yang 

seberat – beranya.  

Dalam hal ini penulis menganalisa seharusnya pelaku pedofilia di 

hukum dengan seberat – beratnya, serta di lihat tingkat perbuatannya apakah 

pelakunya melakukan sekalai atau melakukan berulang kali. Apabila pelaku 

melakukan sekali maka patut wajar pelaku di hukum penjara dengan berat 

agar bisa mendapat efek jera dan pemebelajaran bagi lainnya. Sedaangkan 

elaku yang sudah melakukan berkali – kali maka patut penerapan hukuman 

kebiri kimia bisa diterapkan untuk pelaku tersebut, karena sudah 

membahayakan banyak anak serta dampak yang di timbulkan cukup besar 

pula.    
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B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku 

Pedofilia 

Hukum pidana di dalam syariat islam merupakan hal prinsip, sebab 

telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam Al – Quran dan As – Sunnah di 

samping aturan – atauran hukum lainnya. Allah SWT dan Rasul – Nya 

dengan jelas menjelaskan aturan – aturan tentang had zina, qadhaf, 

pencurian, perampokan, dan lainnya, serta hukuman kisas dan ketentuan 

umum tentang takzir. 

Sementara itu dalam hukum islam tindak pidana di artikan sebagai 

peristiwa pidana, tindak pidana atau istilah – istilah lainnya disebut jarimah. 

Jarimah bersal dari kata (ََجَرَم) yang sinonimnya (ََكَسَبََوَقطََع) artinya ; berusaha 

dab bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang 

tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.
10

 

Sementara itu pengertian hukuman yang dikemukakan oleh Ahmad 

Wardi dari Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa  ;
11

 

رَُلِمَصْلحََةٍَالَْجَمَاَعَةَِعَلَىَعِصْيَانَِأمَْرُاشَّارع  الَْعقُوُْبَةَِهِىالْجَزَاءَُالْمُقَرَّ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatn 

masyarakat, karena adanya pelanggarn atas ketentuan – ketentuan syarak. 

Dari pengertian diatas maka, jarimah ialah larangan – larangan syarak 

yang diancam hukuman had atau hukuman takzir, yang mana larangan – 

larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau 

                                                           
10

   Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum,.............. 9. 
11

   Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, ibid. 
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meninggalkan perbuatan yang di perintahkan. Oleh karenanya tiap – tiap 

jarimah hendaknya memenuhi unsur – unsur umum seperti ;
12

 

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. 

Unsur ini sbisanya di sebut unsur formil (rukun Syar’i). 

2. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan – 

perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini bisanya di sebut 

unsur materiel (rukun maddi). 

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai 

pertanggung jawaban terhadap jarimah yang di perbuatnya, dan unsur ini 

biasanya di sebut unsur moril (rukun adabi). 

Sementara iu manakalah tujuan tersebut untuk memperbaiki individu, 

menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib terdiri 

atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan – tujuan tersebut 

supaya hukuman dapat memenuhi tigas yang semestinya. Dasar – dasar yang 

mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut :
13

 

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mecegah semua orang 

melakukantindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu terjadi, 

hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain meniru 

dan mengikuti perbuatannya. 

2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 

masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukum di 

perberat, maka hukuman di perberat. Demikian juga bila kemaslahatan 

                                                           
12

   H.A Djazuli, Fiqih Jinayah,....................... 6. 
13

   Rahman Ritongga, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,…………, 20. 
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menuntut hukuman di peringan. Dalam hal ini, hukuman tidak di 

benarkan melebihi atau kurang dari kemalahatan umum. 

3. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti balas dendam atas dirinya, 

melaikan sebagai perbaikan atas dirinya. Semua hukuman adalah 

perbaikan, dan pencegahan  yang saling berbeda sesuai dengan 

perbuatan dosa (tindak pidana). Hukuman di syariatkan sebgai rahmat 

(kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hambanya. 

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau 

waliyul amri> atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan 

hukuman takzir. Karena dalam jarimah ha>d, hukuman sudah ditetapkan oleh 

nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan   

dan penambahan sanksi. Tujuan dijatuhkannnya hukuman adalah untuk 

memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari 

kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah 

dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.
14

 

Tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang 

semestinya. Dasar – dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai 

berikut :
15

  

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk 

melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. 

2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 

masyarakat. 

                                                           
14

  Abdul Qadir Audah,  Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,…………………., 19.  
15

  Ibid, 20. 
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3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan si pelaku, sipelaku 

dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, 

hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati atau 

memenjarakan sampai si pelaku mati selama ia belum bertaubat dan 

keadaanya belum menjadi baik. 

4. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 

memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang di 

syariatkan. 

5. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentu balas dendam atas 

dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya.   

Maka dari itu, hukuman kebiri kimia chemical castration 

dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada 

dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim. 

Takzir menurut bahasa adalah ta’dib atau memberi pelajaran. Takzir 

juga diartrikan Ar Rad wa Al Man’u, artinya menolak dan mencegah. Akan 

tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al 

Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut. 

 

ذَُنوُْبَِلَمَْتشُْرَعَْفيِْهَاَالْحُدوُْدََُوَالتَّعْزِيْرٌَتأَدِْيْبٌَ  

Takzir itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang 

belum ditentukan hukumannya oleh syara’. 

 

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan 

hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80 
 

menetapkan hukuman untuk masing-masing Jarimah Takzir, melainkan 

hanya mentapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya 

sampai yang seberat-beratnya.  

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa Jarimah Takzir terdiri 

atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan 

tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti Jarimah Takzir adalah perbuatan 

maksiat. Disamping itu juga hukuman Takzir  dapat dijatuhi apabila hal itu 

dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan 

maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang 

termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut 

tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat 

tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikenakannya 

hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan 

kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur 

merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap Jarimah 

dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan 

tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan 

tersebut bukan Jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.
16

 

Dengan melihat pemaparan diatas, hukum kebiri kimia atau chemical 

castration terhadap tindak pidana pelaku pedofilia atau penyimpangan seksual 

terhadap anak – anak mencakup unsur dalam suatu hukuman yaitu : sebagai 

upaya pemabalasan (reverenge), atas perbuatan melanggar hukum dan 

                                                           
16

 Ahmad wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,………………….. , 248 
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ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (explanation), 

memberikan efek jera (deterent) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak 

melakukan pelanggaran kejahatan yang sama. 

Dalam penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa, dalam 

hukum pidana islam pelaku pedofilia dapat di jatuhi hukuman dari asal mereka 

melakukan sebuah tindak pidana. Apakah pelaku tersebut masuk zina ataupun 

homoseksual. Apabila pelaku terbukti melakukan zina maka pelaku harus di 

hukum cambuk 100 kali atau rajam (mati). Penentuan hukuman cambuk atau 

rajam dapat dilihat dari status pelaku, apakah masih perjaka atau sudah dalam 

keadaan sudah menikah. 

Tetapi apabila pelaku terbukti melakukan li>wath (homoseksual) maka 

pelaku di dalam nas Al – Quran harus di hukum mati. Jika sebatas pelecehan 

seksual (at taharusy al jinsi<) yang tidak sampai melakukan zina atau 

homoseksual maka hukumannya takzir. Di dalam kasus  ini pelaku pedofilia 

tidak di sebutkan di dalam Al – Quran dan As – Sunnah mengenai 

hukumannya. Jadi dalam hal ini pelaku bisa di kenai hukuman yang di berikan 

langsung oleh pemerintah atau di dalam islam di sebut hukuman takzir. Dalam 

menentukan hukuman takzir pemerintah tidak di perbolehkan mengambil 

tindakan yang semena – mena. Maksud dari semena – mena ini adalah 

pemerintah harus melihat asal dari suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku. 

Apabila pelaku mmerupakan pertama kali melakukan tindak pidana 

tersebut pelaku bisa di jatuhi hukuman yang berat dengan hukuman penjara 

yang cukup lama. Melainkan apabila pelaku sudah masuk dalam kata – kata 
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predator anak, atau telah melakukan berulang – ulang maka pelaku bisa di 

jatuhi hukuman yang sangat berat termasuk hukuman kebiri kimia yang di 

tuliskan oleh pemerintah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016. 

Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri kimia, huum pidana 

islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al – quran dan As 

– Sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung di buat oleh pemerintah 

yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam 

hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri kimia boleh di lakukan selama 

bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain. 

 

 

 

 


